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dar Lampung, Badan PP dan PA vinsi
Lampung dan LPA P2TP2A Bandar Lampu pung an PA Lampung, Pro

can : ng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis interaksi pemangku kepent

i ingan dan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi kasus pelanggaran anak-anak tersebut. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan
bahwa kasus kekerasan anak di kota Bandar Lampung, yang dilakukan oleh pemangku
kepentingan dimana ia memiliki fungsi dan peran dalam memberikan pelayanan dan
bantuan kepada korban kekerasan. Pemangku kepentingan memberikan layanan terpadu
untuk anak korban kekerasan sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP). Setiap
pemangku kepentingan dari beberapa pihak memiliki peran, tugas, dan fungsi sesuai jenis
layanan yang diberikan kepada korban kekerasan anak. Komunikasi yang terjadi antara
pemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan anak cukup bagus dan bermotif
sederhana. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi Pemangku Kepentingan, yaitu
dalam bentuk teknis dan non teknis, tidak membuka dalam memberikan rincian laporan
kasus penganiayaan anak, kurangnya sumber daya, kurangnya imasyarakat proaktif dalam
berpartisipasi dalam pencegahan dan tanggapan terhadap kekerasan terhadap anak. Jadi
untuk itu perlu adanya peningkatan intensitas interaksi antar pihak yang berbeda,

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan, dan meningkatkan
kesadaran akan perlindungan anak.

Kata kunci: Interaksi Pemangku Kepentingan, Kekerasan Anak

ABSTRACT. Children is a major asset for the future of the nation. But the children’s
condition around the world this time is having no good progress. The children violence
come from any aspecs, such as the physical, mental, mental, and social. The stakeholders
as the one who have obligation and responsibility for implement and support the national
policy in the implementation of Children’s Protection. This research was conducted at the
relevant parties ie Police UPPA, BKKB and PP Bandar Lampung, Badan PP and PA Lampung,
Lampung Province and LPA P2TP2A Bandar Lampung. The purpose of this study is to
analyze the interaction of stakeholders and analyze the factors that affect the childrend’s
violance cases. The method used in this study is a qualitative approach. Data collection
techniques used were interviews, observation and documentation. The results from the
research shows that the cases of children violence in the city of Bandar Lampung, that
carried out by the stakeholders to which it has a function and a role in providing serviqes
and assistance to victims of violence. Stakeholders provide integrated services for child
victims of violence in accordance with Standard Operating Procedqres (SOP). Each
stakeholder from several parties has a role, duties, and functions according to the type of
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PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karuma
Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya. Anak merypakan
tunas sumber potensi dan generasl muda
penerus perjuangan cita-cita bangsﬁ
dimasa yang akan datang nantinya, ole
karena itu harus kita jaga dan kita
lindungi dari perbuatan buruk ataupun
sebagai korban dari perbuatan buruk
seseorang.  Menurut  Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 hasil perubahan
dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1
butir 1, anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam
kandungan. Sehingga anak yang belum
dilahirkan dan masih dalam kandungan
ibu menurut undang-undang tersebut
telah mendapatkan suatu perlindungan
hukum,

Seiring  dengan  perkembangan
zaman, masalah-masalah sosial yang
dihadapi oleh suatu negara semakin
banyak seperti yang terjadi di negara ini.
Di negeri ini salah satu masalah sosial
yang semakin meningkat adalah masalah
terhadap anak, bahkan saat ini Indonesia
dinyatakan sedang menghadapi darurat
anak. Dalam konsideran Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Ferlindungan Anak, kekerasan terhadap
anak merupakan semua bentuk tindakan
atau perlakuan menyakitkan secara fisik
ataupun  emosional, penyalahgunaan
seksual, — penelantaran, ~ eksploitasi
komersial atau eksploitasi lainnya, yang
mengakibatkan _Cidera/kerugian nyata
ataupun potensial terhadap kesehatan
anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh

ADMINISTRATIO

ocialization to the society for the
ection of children.

ey '
rcv Yey
p €Nt )

Kids Violence

kembang anak atau martabat any
dilakukan  dalam  konteks hat, firg
tanggung jawab. N3z

Pemerintah Indonesi ,
mengeluarkan kebijakan untuk mep,.*
kekerasan terhadap anak, yait, dgi
mengeluarkan Undang-Undang Nomo %
Tahun 2014 tentang Perybah
Undang-Undang Nomor 23 Tah
tentang Perlindungan Anak.
undang tersebut berisi segala
untuk menjamin dan melindun
serta hak-haknya agar tetap hidup
tumbuh, berkembang, dan berpartisipas;
secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan  dari  kekerasan g,
diskriminasi. Hal ini dikarenakan ang)
merupakan salah satu modal dasar dalam
pencapaian pembangunan yang
berkelanjutan, hal ini yang menyebabkan
keberadaan anak harus mendapatkan
pemenuhan dan perlindungan, sehingga
perkembangannya dapat menjadi generasi
yang berkualitas di masa yang akan
datang.

Kota Bandar Lampung merupakan
salah satu kota yang tidak luput dan
permasalahan tindak kekerasan terhadap
anak. Selain contoh kasus pembunuhan
terhadap Dwiki Sofyan siswa SMKN 2
Bandar Lampung, terdapat beberapa
kasus tindak kekerasan terhadap anak
yang cukup banyak di Kota Bandar
Lampung. Untuk mewujudkan Kot
Bandar ~Lampung yang bebas daf
kekerasan, diperlukan interaksi yan
efektif dari para stakeholder. y

Stakeholder adalah seseorang a‘a‘.
sekelompok orang yang mempgngaf“an
atau dipengaruhi untuk mencapai tW!
tertentu, Pada  penanganan -
kekerasan terhadap anak, sesual deng

3
an At&;
un ZDC[
Undan;.
k6gia{gn
i anay
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak pada Pasal 21
Ayat 4, Pemerintah Daerah berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk
melaksanakan dan mendukung kebijakan
nasional dalam penyelenggaraan
Perlindungan Anak di daerah. Mengacu
kepada undang-undang tersebut, Perintah
Daerah Provinsi Lampung mengeluarkan
kebijakan berupa Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pelayanan terhadap Hak-Hak
Anak.

Pelayanan hak-hak anak yang
dituangkan pada Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pelayanan terhadap Hak-Hak
Anak dilaksanakan secara terpadu oleh

Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, Dinas Sosial,
kepolisisan, masyarakat, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau
Organisasi Sosial yang bekerja untuk
kepentingan anak yang di antaranya
Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Badan PP dan PA)
Provinsi  Lampung, Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung, Badan
Koordinasi Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan (BKKB dan PP)
Kota Bandar Lampung, Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta
Bandar Lampung, dan  Lembaga
Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar
Lampung. Hal tersebut sesuai dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan
terhadap Hak-Hak Anak Pasal 12 Ayat 1.
Stakeholder yang terlibat dalam
penanganan kasus kekerasan anak di Kota
Bandar Lampung yang pertama adalah
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(Unit PPA) yang berada di bawah naungan
Polisi Resor Kota (Polresta) Bandar
Lampung adalah unit yang bertugas
memberikan pelayanan dalam bentuk
perlindungan terhadap perempuan dan
anak yang menjadi korban kejahatan dan
penegakan hukum terhadap perempuan
dan anak yang menjadi pelaku tindak
pidana. Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak mempunyai tugas memberikan
pelayanan dalam bentuk perlindungan

ADMINISTRATIO

terhadap perempuan dan anak yang
menjadi korban kejahatan/kekerasan dan
penegakan hukum terhadap pelakunya.

Menurut peraturan KAPOLRI No. 10
Tahun 2007 pasal 6 ayat 4 disebutkan
bahwa tugas pokok unit PPA adalah
melakukan penyidikan tindak pidana
terhadap perempuan dan anak yang
meliputi:

1. perdagangan orang (Human
Trafficking);

2. penyelundupan manusia (People
Smuggling);

3. kekerasan (secara umum maupun
dalam rumah tangga);

4. susila  (perkosaan, pelecehan,
cabul);

5. vice (perjudian dan prostitusi);

6.  adopsi ilegal;

7. pornografi dan pornoaksi;

8. money laundering dari hasil

kejahatan tersebut di atas;

9.  masalah perlindungan anak (sebagai
korban/tersangka);

10. perlindungan korban, saksi,
keluarga dan teman;

11, kasus-kasus lain dimana pelakunya
adalah perempuan dan anak.

Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak (UPPA) merupakan salah satu
institusi yang bertanggung jawab atas
tegaknya hukum tentunya dituntut peran
sertanya dalam mendukung terwujudnya
perlindungan  serta  penanggulangan
tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Stakeholder selanjutnya adalah
Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Badan PP dan PA)
Provinsi Lampung. Pada Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009
tentang Organisasi dan  Tatakerja
Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Lampung Pasal 26A
Ayat 1 menyebutkan bahwa “Badan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Daerah mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak Provinsi Lampung”.
Oleh karena itu, instansi ini juga
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Stakeholder selanjutnya adalah
P «at Pelayanan Te padu Pcmhcrdnyqan
lhmr\[l&l\ dan Anak (P2TP2A) Provinsi
E::1:1\\|r1g merupakan snlalj satu bcn(;uk
wahana pelayanan, perlindungan a:
pemberdayaan bagi pcremmmn dan‘ana
dalam upaya pemenuhan informasi dan

kebutuhan  di bidang pendidikan,
kesehatan, ekonomi, hukum,
perlindungan dan penanggulangan
kekerasan serta perdagangan

(Trafficking).  PZTP2A adalah  pusat
pelayanan yang terintegrasi da}am upaya
pemberdayaan perempuan ai .berbagal
bidang pembangunan, serta perlindungan
perempuan dan anak dari berbagai jenis
diskriminasi  dan  tindak  kekerasan,
termasuk  perdagangan orang, Yyang
dibentuk oleh pemerintah atau berbasis
masyarakat, vang meliputi:  pusat
rujukan, pusat Konsultasi usaha, pusat
konsultasi kesehatan reproduksi, pusat
konsultasi hukum, pusat krisis terpadu
(PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT),
pusat pemulihan trauma (trauma
center), pusat penanganan krisis
perempuan (women crisis center), pusat
pelatihan,  pusat  informasi  ilmu
pengetahuan dan teknologi (PIPTEK),
rumah aman (shelter), rumah singgah
atau bentuk lainnya.

Untuk menurunkan angka kekerasan
terhadap anak, interaksi  antara
stakeholder mempunyai arti yang
penting  dimana pada akhirnya
penanganan kekerasan terhadap anak
tersebut ditentukan oleh kerjasama yang
baik antara instansi yang terlibat dan
disinilah interaksi antar instansi memang
berperan penting.  Thibaut dan Kelley
(1959) mengemukakan interaksi adalah
suatu peristiwa saling memengaruhi satu
sama lain ketika dua orang atau lebih
hadir bersama, yang kemudian mereka
menciptakan suatu hasil satu sama lain
atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi,
tindakan setiap orang bertujuan untuk
memengaruhi individu lain terjadi dalam
setiap kasus interaksi,
ekerasan torhady anear S ya kasus

n te“rhadap anak di Kota Bandar
Lampung, diindikasikan bahwa interaksi
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antarinstansi dalay,

terhadap kasus kekerasap ¢, [}mr.,,,m”
belum dijalankan dengan ha{; Wy,
adanya  permasalahan t'«‘f',r:i “"”/»:»'
penulis merasa tertarik ynyy, o 1.
penelitian mengenai interak,ji\ ”“"'au_"'
dalam  penanganan ks, 5 Chey,
terhadap anak di Bandar Lagpy, ...

.

MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakan
maka permasalahannya yang 5. ey,
oleh penulis dalam penelitian in; - ° ¥,
1. Bagaimana interaksj g 2l

dalam penanganan €holy,,
terhadap anak di Bandar Ly, Cras,
2. Apa saja faktor yang mEmpgunz?
interaksi stakeholder @ 2
penanganan kekerasan terhgy da dala,
di Bandar Lampung? P anzy

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dioyn-
dalam penelitian ini gdala]t?unaém

ps . . pe
penelitian deskriptif dengan pendeys,
kualitatif. Tipe penelitian ini me .
Bugdon dan Taylor dalam Moleon:
(2005:4)  berupaya menggambarks,
kejadian atau fenomena sesuai dengy
apa yang terjadi di lapangan, di map
data yang dihasilkan berupa kata-kan
tertulis atau lisan dari orang-orang da
perilaku yang dapat diamati. Data yang
dikumpulkan tersebut berupa kata-kat:
hasil wawancara, gambar, catatan
lapangan, foto, dokumen pribad,
ataupun memo.

Fokus penelitian merupakan suatu
batasan masalah dalam penelitian
kualitatif yang masih bersifat tentati
yang artinya penyempurnaan foks
masalah penelitian ini masih tetp
dilakukan dan akan berkembang at
berubah setelah penelitian turun @
lapangan. Fokus pada dasarnya adali®
masalah pokok yang bersumber 0
pengalaman  peneliti atau  metl
pengetahuan yang diperolehnya mela“:
kepustakaan ilmiah ataupun kepustaki®®
lainnya. Berdasarkan hal itu, maka Va-nf,
akan menjadi fokus dalam penelitiah v
adalah:
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1. Gambaran  dan analisis  terkait
interaksi antar stakeholder dalam
penanganan kekerasan terhadap anak
di Bandar Lampung,.

2. Faktor yang mempengaruhi interaksi
stakeholder  dalam penanganan
kekerasan terhadap anak di Bandar
Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasannya
berdasarkan dari temuan peneliti selama
di lapangan saat penelitian berlangsung.
Pembahasan mengenai hasil penelitian
akan disajikan sendiri berkaitan dengan
Interaksi Stakeholder dalam Penanganan
Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota
Bandar Lampung. Adapun uraiannya
disesuaikan dengan fokus penelitian yang
telah peneliti tentukan sebelumnya, dan
sesuai dengan rumusan masalah yang
ingin peneliti temukan jawabannya

1. Interaksi Stakeholder dalam
Penanganan Kasus Kekerasan
Terhadap Anak di Kota Bandar
Lampung

Anak merupakan aset utama bagi
masa depan bangsa dan negara. Akan
tetapi kondisi kehidupan anak di seluruh
dunia pada saat ini ternyata tidak
menjadi lebih baik. Ancaman terhadap
anak pada saat ini baik ancaman fisik,
mental maupun sosial menjadi lebih
serius, yang salah satunya adalah tindak
kekerasan terhadap anak. Kekerasan
terhadap anak adalah setiap perbuatan
terhadap anak yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, mental, seksual, psikologis,
termasuk penelantaran dan perlakuan
buruk yang mengancam integritas tubuh
dan merendahkan martabat anak. Tindak
kekerasan terhadap anak menjadi
masalah serius yang harus segera diatasi.

Terdapat beberapa faktor yang
dapat menyebabkan terjadinya kekerasan
terhadap anak, diantaranya yaitu: faktor
ekonomi, faktor masalah keluarga, faktor
perceraian, faktor kondisi anak, faktor
permasalahan jiwa atau psikologis, faktor
pendidikan, faktor lingkungan sosial, dan
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faktor budaya. Dampak yang dihasiikan
dari tindak kekerasan terhadap anak pun
baik itu secara fisik, psikis, ataupun
seksual dapat mengganggu dan merubah
kehidupan sosial si korban kekerasan.
Sehingga perlu upaya serius dari berbagai
pihak untuk dapat mencegah dan
mengatasi tindak kekerasan terhadap
anak. Berikut adalah tabel data kekerasan
anak di Kota Bandar Lampung

Maraknya kasus-kasus kekerasan
terhadap anak harus diatasi dengan
penanganan yang serius dari para
stakeholder. Stakeholder yang dimaksud
adalah organisasi yang mempunyai peran
dan tanggung jawab dalam penanganan
kekerasan terhadap anak. diketahui
bahwa stakeholder yang berperan dalam
penanganan kekerasan terhadap anak di
Kota Bandar Lampung di antaranya adalah
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi
Lampung, Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan
PP dan PA) Provinsi Lampung, Badan
Koordinasi Keluarga Berercana dan
Pemberdayaan Perempuan (Badan KKB
dan PP) Kota Bandar Lampung, Lembaga
Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar
Lampung, serta Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta
Bandar Lampung. Kelima stakeholer
tersebut mempunyai peran yang cukup
besar  dalam  penanganan  tindak
kekerasan terhadap anak. Selain itu juga
terdapat beberapa peran dari stakeholder
lainnya sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Gubernur Provinsi Lampung
Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme
dar Prosedur Standar Operasional Bidang
Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan
Anak Korban Tindak Kekereasan, seperti
Unit Pelayanan Terpadu-Perempuan dan
Anak Korban Tindak Kekerasan (UPT-
PKTK) RSUAM, Dinas Sosial, Puskesmas
Mampu Tatalaksana Kekerasan terhadap
Perempuan/Anak  (KtP/A), Organisasi
Pemerhati/Perlindungan Anak, TeSA 129,
Rumah Perlindungan Trauma Center
(RPTC), serta Rumah Perlindungan Sosial
Anak (RPSA).

Penanganan  pengaduan  adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyelenggara layanan terpadu untuk
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kekerasan terhadap P el
diajukan korban, keluarga, ata
ya;;garaI:at. sementara itu pelayanan
l'(ne‘se)l’mtan adalah upaya yang ".‘fe l'%u“
aspek promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif. Sedangkan rehapllltam sosial
adalah pelayanan yang ditujukan untuk
memulihkan ~ dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar. Peneggkaq
hukum adalah tindakan aparat yang diberi
kewenangan  oleh  negara untuk
melaksanakan  peraturan perundang-
undangan.

Bantuan hukum adalah jasa hukum
yang diberikan oleh pendamping hukum
dan advokat untuk melakukan proses
pendampingan  saksi dan/atau korban
kekerasan terhadap perempuan dan anak
yang sensitif gender. Pemulangan adalah
upaya pengembalian perempuan dan anak
korban kekerasan dari luar negeri ke titik
debarkasi/entry point, atau dari daerah
penerima ke daerah asal. Dan reintegrasi
sosial adalah upaya penyatuan kembali
korban dengan pihak keluarga, keluarga
pengganti, atau masyarakat yang dapat
memberikan perlindungan dan
pemenuhan kebutuhan bagi korban.
(Sumber dokumentasi: Prosedur Standar
Operasional Pelakasanaan Standar
Pelayanan Minimal Bidang Layanan
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan Tahun 2010)

Dalam mewujudkan interaksi antar
stakeholder tidak dapat dipisahkan dari
komunikasi dan  koordinasi.  Suatu
komunikasi terjadi apabila salah satu
diantara individu atau kelompok yang
berinteraksi dapat mengerti apa vang
dilakukan atau dimaksud oleh vyang
lainnya, sehingga mereka akan tahu apa
yang seharusnya dilakukannya. Hal ini
juga ada dalam hal penanganan tindak
kekerasan terhadap anak. Komunikasi
yang terjadi antar stakeholder dalam
penanganan kasus tindak kekerasan
terhadap anak berpola sederhana. Para
stakeholder yang memiliki kepentingan
satu sama lain melakukan komunikasi
secara langsung dalam rangka
penanganan kasus kekerasan terhadap

ADMINISTRATIO

9, Vol. 7 Nomor 2, Juli-Desember 2016 |

anak. dalam penan
anak dibutuhkan keﬁga& st 4
koordinasi dan respon h %,
yang terlibat.

Komunikasi, koordina.: l
tersebut  dapat tg:;]a‘gss' an | 2
penanganan  Kasus ey 22 ¥
maupun pada saat pence fasap o
dalam kegiatan sosialisag; ‘ S,
seminar, dan  sebagain,. My = m
komunikasi dan koordinas; va. by, D
cukup sederhana dan cukupgab ey P
berupa pertemuan rapat d? o K
stakeholder seperti PZTPZA‘ ang;, te
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lain untuk menjadi pembicara g; rllg P,
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kekerasan terhadap anak, tety imde.
untuk memberikan informas; pkel“!a
masyarakat kemana dan  bagyi
apabila mereka ingin melapor gy
tindak kekerasan terhadap anak. "

Stakeholder juga harus memiy

. : . It
komitmen yang tinggi dalam menjalanig
tugasnya sebagai lembaga penyeg,
pelayanan bagi anak korban kekerasy,
Komitmen yang dimaksud adalah beny
tanggung jawab dalam melaksanaka
tugas dan fungsinya untuk mencaps
tujuan yang ingin dicapai. Berkaita
dengan komitmen, para stakeholde
dalam hal ini P2TP2A Provinsi Lampung
Badan PP dan PA Provinsi Lampung, BKk
dan PP Kota Bandar Lampung, dan UFPA
Polresta Bandar Lampung harus memil
rasa tanggung jawab yang tinggi dalan
penanganan kekerasan terhadap anak.

Selain itu, para stakeholde!
penyedia layanan tidak hanya har
mempunyai komitmen dan tanggu®
jawab yang tinggi, akan tetapi juga ha"
memperhatikan prinsip-prinsip yang €&
ditetapkan, baik itu yang 29
organisasi/lembaga maupun Yyang mlan
ditetapkan dalam Permen Pemberdayaam
Perempuan dan Perlindungan Anak No™
01 Tahun 2010.
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2.  Faktor yang Mempengaruhi
Interaksi ~ Stakeholder  dalam
Penanganan Kekerasan Terhadap
Anak di Kota Bandar Lampung

Terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi  proses berlangsungnya
interaksi antar stakeholder. Dalam
penanganan kekerasan terhadap anak di
Kota Bandar Lampung, stakeholder yang
terlibat dan berinteraksi di antaranya
P2TP2A Provinsi Lampung, Badan PP dan
PA Provinsi Lampung, BKKB dan PP Kota
Bandar Lampung, dan UPPA Polresta
Bandar Lampung. Dalam sebuah interaksi
tentu saja terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhi proses interaksi tersebut.
Dan dalam penanganan kekerasan anak di
Kota Bandar Lampung, apa yang menjadi
penghambat dalam proses interaksi antar
stakeholder merupakan faktor-faktor
yang mempengaruhi interaksi itu sendiri.

Ada beberapa stakeholder yang
merasakan adanya hambatan dalam
proses interaksi antar pihak, tetapi ada
juga yang merasakan bahwa hambatan itu
terjadi bukan dari proses interaksinya
melainkan dari proses penanganan
kekerasan terhadap anak itu sendiri.
diketahui bahwa terdapat kendala atau
hambatan spesifik yang ditemui oleh para
stakeholder dalam berinteraksi satu sama
lain. Hambatan atau kendala tersebut
berupa teknis dan non teknis, seperti
misalnya tidak terbukanya salah satu
pihak kepada pihak lain  dalam
memberikan  rincian laporan  kasus
kekerasan anak, kurangnya sumber daya
yang dimiliki oleh masing-masing lembaga
dan juga kurang proaktifnya masyarakat
dalam  ikut  berpartisipasi  dalam
pencegahan dan penanganan tindak
kekerasan terhadap anak.

B. Pembahasan

Langkah selanjutnya yang akan
dijelaskan dalam sub-bab berikut adalah
menggabungkan semua hasil penelitian di
lapangan yang telah ditemukan ke dalam
bentuk pembahasan. Adapun pembahasan
mengenai Interaksi Stakeholder dalam
Menangani Kasus Kekerasan Anak di
Bandar Lampung
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1. Interaksi  Stakeholder  dalam
Penanganan  Kasus  Kekerasan
Terhadap Anak di Kota Bandar
Lampung

Menurut Soerjono Soekanto (2012:
54), interaksi merupakan kunci dari
semua kehidupan sosial karena tanpa
interaksi, tidak akan mungkin ada
kehidupan bersama. Interaksi sosial
merupakan hubungan-hubungan sosial
yang dinamis yang menyangkut hubungan
antara orang-orang perorangan, antara
kelompok-kelompok manusia, yang apaila
dua orang atau antar kelompok tersebut
bertemu, maka interaksi sosial terjadi
pada saat itu. Sehingga apabila
dibutuhkan orang perseorangan ataupun
kelompok-kelompok masyarakat — untuk
dapat terjadi sebuah interaksi. Dalam
teori  organisasi, kelompok-kelormpok
masyarakat ini dapat juga disebut sebagai
organisasi sosial.

Menurut Kusdi (2009:41), organisasi
publik diadakan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat vyaitu,
pelayanan-pelayanan yang tidak dapat
diusahakan sendiri secara terpisah oleh
masing-masing individu. Organisasi publik
memiliki fungsi mengatur pelayanan yang
dibutuhkar oleh masyarakat secara
umum. -

Dalam kaitannya dengan
penanganan kasus kekerasan terhadap
anak di Kota Bandar Lampung, organisasi-
organisasi publik atau yang sering juda
disebut stakeholder memiliki fungsi dan
peran dalam memberikan pelayanan dan
pendampingan kepada korban kekerasan.
Fungsi dan peran tersebut tidak dapat
dilakukan secara individu oleh satu
stakeholder saja. Hal ini juga dikarenakan
kekerasan terhadap anak merupakan
salah satu isu permasalahan sosial yang
membutuhkan perhatian dan penanganan
yang serius dari seluruh kalangan.
Sehingga  dibutuhkan interaksi dan
koordinasi secara optimal dari seluruh
pihak.

Menurut  Wursanto  (2003:251),
koordinasi adalah kegiatan pengaturan
usaha sekelompok orang secara terarah
dan teratur untuk menciptakan kesatuan
gerak/tindakan dalam usaha mencapai
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asi. Koordinasi memiliki cliri
: inasi merupakan suatu usaha
s"?-a";:::o r(lj::[qsini diis)ebabkan karena
kg,};;q.m merupakan §yargt mutlak
terselenggaranya koordinasi dengan
sebaik-baiknya. Sehingga dalam
berkoordinasi dibutuhkan proses kerja
sama yang merupakan konsep kesatuan
tindakan yang dilakukan secara tgratur
dan tanggung jawab (Handayaningrat
1985:89). _ -
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dijelaskan sebelumnya, dalam
penanganan kasus kekerasan terh_adap
anak di Kota Bandar Lampung, organisasi-
orcanisasi publik atau sering juga disebut
stakeholder, yang terlibat dan saling
berinteraksi di antaranya adalah Pusat

tujuan organts

Pelayanan Terpadu Pemberdayaar!
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi
Lampung, Badan Peimberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan
PP dan PA) Provinsi Lampung, Badan
Koordinasi Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan (Badan KKB
dan PP) Kota Bandar Lampung, Unit
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)
Polresta Bandar Lampung, serta Lembaga
Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandar
Lampung.

Stakeholder tersebut mempunyai
peran yang cukup besar dalam
penanganan tindak kekerasan terhadap
anak. Selain itu, para stakeholder
tersebut menjalin kerja sama dan jejaring
kerja bersama dengan Unit Pelayanan
Terpadu-Perempuan dan Anak Korban
Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) RSUAM,

Dinas  Sosial,  Puskesmas  Mampu
Tatalaksana Kekerasan terhadap
Perempuan/Anak  (KtP/A), Organisasi

Pemerhati/Perlindungan Anak, TeSA 129,
Rumah  Perlindungan Trauma Center
(RPTC), serta Ruinah Perlindungan Sosial
Anak (RPSA). Kerjasama ini tertuang
dalam Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme
dan Prosedur Standar Operasional Bidang
Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan
Anak ir(qorban Tindak Kekerasan.

amun demikian, penelitian ini
hanya berfokus kepada Fi)nteraksi d:];:li
P2TP2A .Provinsi Lampung, Badan PP dan
PA Provinsi Lampung, Badan KKB dan PP
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Kota Bandar Lampung, Unit ppy P
Bandar Lampung, dan jyo, Lr)l
Perlindungan  Anak  (LPA) Koy, eé“bag_,'
Lampung. AN,

Dalam penanganan kasys
terhadap anak, para stakeholder 1o, "
saling berkoordinasi satu samga l “TSehy
ini sebagaimana dijelaskan dalam 'h“al
wawancara dengan P2TP2A Pro &)
Lampung.  Apabila  terdapat kvmsl
kekerasan terhadap anak, terkadang Zsu".
pihak P2TP2A Provinsi Lampung mepy;
bantuan dari stakeholder lainnya Sep:taf
Unit PPA Polresta Bandar Lampung Untm
membantu menangani kasus te’Seb&k
Sebaliknya, terkadang Unit PPA Polrest,
Bandar Lampung meminta bantuan da:
kerja sama dari P2TP2A Provinsi Lampy,
apabila ada kasus yang membutuhka,
penanganan dan pendampingan korbap
kasus kekerasan dari P2TP2A Proving;
Lampung. Hal ini cukup sesuai dengan apa
yang disebutkan oleh Handayaningray
(1985:89) bahwa koordinasi merupaka
suatu proses dalam melakukan usahg
kerjasama.

Alur pelayanan secara keseluruhan
dimulai dari  layanan  penanganan
pengaduan. Berbeda dengan pelayanan
lain yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga tertentu  sesuai  dengan
spesifikasi layanannya, maka pelayanan
penanganan  pengaduan ini  dapat
dilakukan oleh semua lembaga pelayanan.
Seorang korban tidak harus datang ke
P2TP2A lebih dahulu, tapi bisa saja
datang mengadu ke rumah sakit sambil
mengobatkan luka-lukanya, atau langsung
melaporkan ke  pihak  kepolisian.
Lembaga-lembaga yang menerima laporan
pengaduan  korban kekerasan akan
melayani korban sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Apabila korban memerlukan
layanan dari lembaga lain, maka lembag?
penerima akan melakukan rujukan ke
lembaga yang sesuai.

Berkaitan dengan tugas
fungsinya, masing-masing stakeholde’
yang saling berinteraksi, memiliki pera"
yang berbeda-beda tetapi dengan tuju"
yang sama, yaitu penanganan Kkas®
kekerasan anak. .

Berdasarkan  hasil pentha”a'
diketahui bahwa masing-masing lembaé

Fesy,
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memiliki  peranan yang sesuai dengan
jenis pelayanan yang diberikan kepada
korban  kekerasan anak. Hal ini
menunjukkan bahwa lembaga tersebut
sudah mengetahui tugas dan fungsinya
dalam penanganan kekerasan anak di
Kota Bandar Lampung, yaitu memberikan
pelayanan, pendampingan, dan
perlindungan kepada korban kekerasan
serta memfasilitasi  korban  dengan
informasi dan panduan untuk penanganan
kasusnya.  Seperti P2TP2A  Provinsi
Lampung yang memiliki peran dalam

memberikan pelayanan laporan
pengaduan dan konsultasi kepada korban
kekerasan, pendampingan korban,
pelavanan medis melalui  rujukan,

pemberian layanan bantuan hukum, dan
pendampingan rehabilitasi  korban.
Sementara itu dari Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak Polresta Bandar
Lampung  memiliki  peran  dalam
pemberian pelayanan hukum kepada
korban tindak kekerasan.

Komunikasi yang terjadi antar
stakeholder yang dalam hal ini dalam
penanganan kasus tindak kekerasan
terhadap anak di Kota Bandar Lampung
berpola sederhana. Para stakeholder
yaitu P2TP2A Provinsi Lampung, Badan PP
dan PA Provinsi Lampung, Badan KKB dan
PP Kota Bandar Lampung, dan juga Unit
PPA Polresta Bandar Lampung, yang
memiliki kepentingan satu sama lain
melakukan komunikasi secara langsung
dalam rangka  penanganan  kasus
kekerasan terhadap anak. Dalam
penanganan Kkasus kekerasan anak
dibutuhkan kerja sama, komunikasi, dan
respon dengan pihak lain yang terlibat.
Komunikasi dan respon tersebut dapat
terjadi pada saat penanganan kasus
kekerasan anak maupun pada saat
pencegahan seperti dalam kegiatan
sosialisasi, penyuluhan, seminar, dan
sebagainya. Bentuk komunikasi yang
terjadi cukup baik dan sederhana, dimana
apabila ada kegiatan sosialisasi atau
seminar, salah satu pihak akan
mengundang pihak lain untuk menjadi
pembicara di  kegiatan  tersebut.
Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya
bertujuan untuk mencegah  tindak
kekerasan terhadap anak, tetapi juga
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untuk  memberikan informasi kepada
masyarakat kemana dan bagaimana
apabila mereka ingin melapor adanya
tindak kekerasan terhadap anak.

Selain itu, dapat terlihat bahwa
dalam penanganan kasus kekerasan anak
di Kota Bandar Lampung, lembaga satu
dengan yang lainnya saling berkaitan,
seperti yang dikatakan oleh Bapak Welly
Dwi Saputra dari Unit PPA Polresta Bandar
Lampung. Apabila ada kasus kekerasan
dimana sang korban membutuhkan
pendampingan, maka dari UPPA Polresta
akan menghubungi lembaga terkait
seperti P2TP2A yang dapat melakukan
pendampingan. Sehingga disini dapat
dilihat telah terjadi interaksi antar
stakeholder yang berperan dalam
penanganan kekerasan anak di Kota
Bandar Lampung. Sehingga  dapat
disimpulkan bahwa interaksi antar
stakeholder dalam penanganan kasus
kekerasan anak di Kota Bandar Lampung
cukup sesuai dengan ciri-ciri interaksi
sebagaimana yang disebutkan oleh
Soekanto.

Dalam  penanganan  kekerasan
terhadap anak, para stakeholder juga
harus memiliki komitmen yang tinggi
dalam menjalankan tugasnya sebagai
lembaga penyedia pelayanan bagi anak
korban kekerasan. Komitmen yang
dimaksud adalah bentuk tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
untuk mencapai tujuan yang ingin
dicapai. Berdasarkan data hasil penelitian
yang telah disebutkan di atas, dapat
disimpulkan bahwa stakeholder yang
terlibat dalam penanganan kekerasan
anak di Kota Bandar Lampung adalah
P2TP2A Provinsi Lampung, Badan PP dan
PA Provinsi Bandar Lampung, BKKB dan PP
Kota Bandar Lampung, UPPA Polresta
Bandar Lampung, Lembaga Perlindungan
Anak, Rumah Aman, UPT-PKTK RSUAM,
dan lembaga/organisasi terkait
perlindungan anak. Setiap lembaga
memiliki peran, tugas dan fungsinya
masing-masing. Dan dibutuhkan komitmen
yang tinggi dari setiap lembaga dalam
penanganan kekerasan anak di Kota
Bandar Lampung.

Para stakeholder penyedia layanan
tidak hanya harus mempunyai komitmen
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. Faktor yang Mempengaru

i Interaksi stakeholder ~ dalam

penanganan Kekerasan Terhadap
Anak di Kota Bandar Lampung

Sebuah interaksi memiliki faktor-
faktor  yang mempenga_rU_hi proses
terjadinya interaksi itu sendiri. Hambatan
merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi interaksi. Menurut Kamus
Resar Baliasa Indonesia (KBBI), hambatan
adalah faktor atau keadaan Yyang
membatasi, menghalangi, atau mencegah
pencapaian sasaran.

Stakeholder yang tertibat dan dalam
penanganan kekerasan terhadap anak di
Kota Bandar Lampung adalah P2TP2A
Provinsi Lampung, Badan PP dan PA
Provinsi Lampung, BKKB dan PP Kota
Bandar Lampung, UPPA Polresta Bandar
Lampung, dan Lembaga Perlindungan
Anak (LPA) Kota Bandar Lampung.

Dalam sebuah interaksi, terdapat
faktor-faktor yang mempengaruhi proses
interaksi tersebut. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti, diketahui bahwa terdapat
kendala atau hambatan spesifik yang
ditemui oleh para stakeholder dalam
berinteraksi satu sama lain. Hambatan
atau kendala tersebut berupa teknis dan
non teknis, seperti misalnya tidak
terbukanya salah satu pihak kepada pihak
lain dalam memberikan rincian laporan
kasus kekerasan anak, kurangnya sumber
daya yang dimiliki oleh masing-masing
lembaga, baik itu sumber daya berupa
sarana dan prasarana yang memadai
maupun sumber daya manusia. Selain itu,
masyarakat pun kurang proaktifnya dalam
ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan
penanganan tindak kekerasan terhadap
anak menjadi hambatan atau kendala
yang dihadapi oleh para stakeholder
dalam penanganan kekerasan terhadap
anak di Kota Bandar Lampung.
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kasus kekerasan anak di Kota
Bandar Lampung cukup baik dan
berpola sederhana, dimana dalam
interaksi tersebut terdapat
komunikasi, respon, dan tujuan
sesuai dengan apa yang disebutkan
oleh Soerjono Soekanto. Seperti
apabila ada kegiatan sosialisasi atau
penanganan sebuah kasus, salah
satu pihak akan mengundang pihak
lain untuk menjadi pembicara di
kegiatan tersebut atau meminta

bantuan untuk memberika
pendampingan terhadap korban
kekerasan.

3. Berkaitan dengan komitmen, para
stakeholder sudah memiliki
komitmen yang cukup tinggi dengan
menjalankan tugas dan fungsi yang
dimiliki oleh masing-masing
stakeholder dengan baik.

Terdapat kendala atau hambatan
spesifik yang ditemui oleh para
stakeholder dalam berinteraksi satu
sama lain. Hambatan atau kendala
tersebut berupa teknis dan non teknis,
seperti misalnya tidak terbukanya
salah satu pihak kepada pihak lain
dalam memberikan rincian laporan
kasus kekerasan anak, kurangnya
sumber daya yang dimiliki oleh masing-
masing lembaga dan juga kurang
proaktifnya masyarakat dalam ikut
berpartisipasi dalam pencegahan dan
penanganan tindak kekerasan terhadap
anak.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut,

maka peneliti memberikan beberapa

saran, yaitu:

1. Meningkatkan intensitas interaksi
dan kerjasama antar stakeholder
dalam  penanganan  kekerasan
terhadap anak dalam kegiatan
sosialisasi, penyuluhan, seminar,
dan sebagainya.

2.  Menambah sumber daya manusia
yang dimiliki oleh lembaga-lembaga
yang menangani kasus kekerasan
terhadao anak, sehingga tidak ada
kekurangan personil dan
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menghambat  prose  penanganan
kasus.

3. Meningkatkan sosialisasi ke
masyarakat terkait pencegahan
tindak kekerasan terhadap anak dan
juga penanganannya, hal ini dapat
dilakukan dengan sosialisasi ke
sekolah-sekolah, acara
kemasyarakatan seperti bakti sosial,
pengajian, dan lain-lain. Sehingga,
diharapkan masyarakat dan
orangtua  juga dapat lebih
meningkatkan  kesadaran dan
kepedulian dalam hal memberikan
perlindungan terhadap anak agar
anak dapat memperoleh hak haknya
dan terhindar  dari tindak
kekerasan.
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